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ABSTRAK

Itsbat Nikah merupakan penetapan dari perkawinan yang dilakukan oleh sepasang suami istri, yang telah melakukan perkawinan sesuai dengan hukum Islam dengan memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sehingga secara hukum fiqih perkawinan itu telah sah. Rumusan masalah (1) Apakah faktor penyebab terjadinya itsbat nikah di Pengadilan Agama Kelas IA Padang? (2) Bagaimana pelaksanaan itsbat nikah di Pengadilan Agama Kelas IA padang?. Jenis metode penelitian yuridis sosiologis. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan studi dokumen. Teknik analisis data yaitu kualitatif.  Hasil penelitian (1) Faktor penyebab terjadinya itsbat nikah di Pengadilan Agama Kelas IA Padang  yaitu Melakukan itsbat nikah untuk pengesahan perkawinan secara hukum negara,untuk mendapatkan akta perkawinan, untuk mendapatkan akta kelahiran anak , dalam rangka penyelesaian perceraian , adanya perkawinan yang terjadi  sebelum berlakunya Undang – Undang Perkawinan. (2) Pelaksanaan itsbat nikah di Pengadilan Agama Kelas IA Padang yaitu: pengajuan permohonan, penerimaan perkara, pemeriksaan perkara dalam persidangan, kesimpulan, dan keputusan hakim. Dalam hal ini keputusan hakim didasarkan pada pertimbangan hukum yang melihat maksud serta tujuan permohonan, lengkapnya persyaratan yang disertai dengan keterangan saksi dan bukti-bukti yang kuat .
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PENDAHULUAN
[bookmark: _Toc142983067]Latar Belakang 
Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki - laki dan seorang perempuan sebagai suami istri, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1  Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang  Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan selanjutnya disebut Undang – Undang  Perkawinan. Bahwa perkawinan yaitu ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan juga dapat diartikan sebagai bentuk suatu ikatan perjanjian antara pasangan suami istri yang harus saling bekerja sama dan bertanggung jawab terhadap segala urusan rumah tangganya,[footnoteRef:1] kemudian disebutkan  dalam instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 bahwa perkawinan menurut Hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat (mitsaqan ghalizhan) untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.[footnoteRef:2] [1:  Hendra Surya, 2020, Problematika Nikah Sirri Di Indonesia,Kedudukan Nikah Sirri Menurut Hukum Positif Indonesia, Al-ilmu Jurnal Keagamaan dan Ilmu Sosial,Volume 5, Nomor 1, hlm 38 ]  [2:  Muktiali Jarbi, 2019, Pernikahan Menurut Hukum Islam, Jurnal Pendais, Volume I, Nomor 1, hlm 57] 

Menurut Hukum Islam perkawinan merupakan perjanjian yang sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah, dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan – ketentuan hukum yang berlaku.[footnoteRef:3] Perkawinan dapat dilaksanakan apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan, yang dimaksud dengan rukun perkawinan yaitu dasar dari perkawinan itu sendiri, tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak bisa dilaksanakan, sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan yaitu sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk dasar dari perkawinan itu sendiri, jika salah satu syarat tidak dipenuhi akibatnya perkawinan tidak sah.[footnoteRef:4] Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.[footnoteRef:5] [3:  Aisyah Ayu Musyafah, 2020, Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam, Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor 2, hlm 111]  [4:  Rizky Perdana Kiay Demak, 2018, Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia, Lex Privatum, Volume. 6, Nomor. 6, hlm 123.]  [5:  Jamaluddin dan Nanda Amalia, 2016, Bahan Ajar Hukum Perkawinan,Unimal Press, Lhokseumawe, hlm 47.] 

Menurut Hukum Negara  perkawinan haruslah dicatat sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang – Undang  Perkawinan, bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut Perundang – Undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan dilakukan untuk ketertiban pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat, adanya kepastian hukum, dan untuk melindungi pihak – pihak yang melakukan perkawinan itu sendiri, serta akibat dari terjadinya perkawinan, seperti nafkah istri, hubungan orang tua dengan anak, kewarisan, dan   lainnya. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, apabila terjadi perselisihan di antara suami istri, atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum untuk mempertahankan atau memperoleh hak – haknya.[footnoteRef:6] [6:  Nenan Julir, 2017, Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Ushul Fikih, Mizani: Wacana Hukum Ekonomi dan Keagamaan, Volume 4, Nomor.1, hlm 59.] 

Pencatatan perkawinan bagi yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, sedangkan pencatatan perkawinan bagi yang beragama Non Islam dilakukan oleh Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa pencatatan perkawinan dari pasangan yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Perundang-Undangan mengenai pencatatan perkawinan.
Dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan pada Pasal 1 ayat (1)  bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota pada Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk
b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam
c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan
d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
e. Pelayanan bimbingan kemasjidan
f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah
g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam
h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf
i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.
Pasal 3 ayat (2) menyebutkan bahwa selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KUA Kecamatan dapat melaksanakan fungsi layanan bimbingan manasik haji bagi Jemaah Haji Reguler.
Meskipun perkawinan telah diatur dalam peraturan Perundang – Undangan, namun dalam realita yang terjadi dimasyarakat masih banyak perkawinan yang tidak dicatatkan di lembaga yang berwenang.[footnoteRef:7] Perkawinan yang tidak tercatat itu menyimpang dari aturan hukum positif yang berlaku, seperti  perkawinan sirri.[footnoteRef:8] [7: Agung Basuki Prasetyo, 2020,Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Secara Administratif Pada Masyarakat Adat,Administrative Law & Governance Journal, Volume 2 Nomor 1, hlm 27.]  [8:  Hendra Surya, Op.Cit, hlm 39.] 

Kata “sirri” barasal dari bahasa Arab yang bermakna rahasia atau tersembunyi, jadi “sirri” dijadikan kata majemuk dengan nikah, sehingga menjadi “nikah sirri” untuk menyebutkan bahwa nikah yang dilakukan secara diam – diam atau tersembunyi tanpa diketahui atau tercatat di lembaga negara.[footnoteRef:9] [9: Masduki dan Ahmad Zaini, 2022, Nikah Sirri Perspektif Yuridis Dan Sosiologis, Jurnal Hukum Keluarga Islam,Volume. 23 Nomor.1, hlm 18.] 

Secara umum perkawinan sirri yaitu perbuatan dalam melakukan perkawinan sesuai aturan agama Islam, karena berbagai  hal yang menghalangi menjadikan tidak terjadinya pencatatan secara sah atau legal oleh Pegawai Pencatatan Nikah.[footnoteRef:10] [10: Abdul Waid, 2020, Nikah Sirri Dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Keluarga, (Telaah Kristis Terhadap Maqashid Al-Syari’ah dan Urgensi Pencatatan Nikah Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Keluarga),  Labatila: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam,Volume 4, Nomor.2, hlm 120] 

Istilah nikah sirri atau nikah yang dirahasiakan memang dikenal di kalangan para ulama, ketika mereka membicarakan salah satu rukun dalam perkawinan, yaitu masalah saksi (syahadah). Fuqaha di kalangan al-madzahib al-arba’ah (Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hanbali) sepakat akan keberadaan saksi sebagai salah satu yang mesti ada dalam suatu perkawinan, maka suatu perkawinan tidak sah tanpa adanya dua saksi, namun keberadaan saksi nikah dalam aplikasinya menjadi bahan perdebatan di kalangan ulama. 
Hal ini berkaitan dengan kedudukan sumber hukum tentang saksi tersebut, yaitu berupa hadits yang kedudukannya diperdebatkan. Dua Hadits riwayat dari Aisyah: 
 “Pernikahan itu hanya sah bila adanya wali dan dua orang saksi”
 Apabila perkawinan tidak memliki 2 orang saksi maka disebut sebagai pelacur sebagaimana hadist dibawah ini:
“Pelacur adalah orang yang menikahkan dirinya sendiri tanpa ada saksi”
Bagi sebagian ulama, hadits – hadits tersebut walaupun dinilai lemah tetapi dianggap oleh ulama hadits saling menguatkan. Sementara pendapat lain mengatakan bahwa secara literal di al-Qur’an tidak pernah disebut pernikahan mesti menghadirkan saksi. [footnoteRef:11] [11:  Masduki Dan Ahmad Zaini, 2022, Nikah Sirri Perspektif Yuridis Dan Sosi  ologis, Jurnal Hukum Perdata Islam, Volume. 23 Nomor. 1, hlm 18.] 

Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatatan Nikah, dengan adanya akta nikah suami istri memiliki bukti otentik atas perkawinan yang terjadi antara mereka sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Apabila tidak memiliki akta nikah maka dapat mengajukan permohonan itsbat nikah sebagaimana disebutkan Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bahwa Itsbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang sebagaimana diterangkan dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama dan pada Pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pernikahan dimasyarakat harus dicatatkan dilembaga yang bewenang, supaya terdapat ikatan payung hukum yang bisa dijaga jaminan hak dan kewajiban dalam pernikahannya oleh pemerintah.
Akta nikah selain merupakan bukti otentik suatu perkawinan, juga memiliki manfaat sebagai “jaminan hukum” apabila suami atau istri melakukan suatu tindakan yang menyimpang, maka salah satu pihak yang merasa dirugikan dapat mengadu dan mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama, selain itu akta nikah juga berguna untuk membuktikan keabsahan anak dari perkawinan itu,[footnoteRef:12] anak yang lahir dari perkawinan sirri hanya mempunyai hubungan keperdataan kepada ibu dan keluarga ibunya saja.[footnoteRef:13] [12:  Abdul Waid, Op.Cit, hlm 122.]  [13:  Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, 2017, Hukum Perkawinan Islam, Gama Media,Yogyakarta,hlm 79.] 

  Hal yang harus dilakukan untuk mendapatkan legitimasi perkawinan sirri, maka ditempuh dengan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama,[footnoteRef:14] karena itu diharapakan agar  pasangan perkawinan sirri yang permohonan itsbat nikahnya telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama  melakukan pencatatan secara sah di KUA untuk mendapat hak – hak ataupun jika terjadi masalah dapat menunjukan akta nikah atau akta cerai. [14:  Edi Gunawan, 2018, Pelaksanaan Itsbat Nikah Pasca Berlakunya Undang – Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama, Syariah:Jurnal Hukum Dan Pemikiran, Volume 18, Nomor 2, hlm 265.] 





Tabel.1
Perkara Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama kelas IA Padang Tahun 2020 - 2022
	Tahun
	Jumlah
	Dikabulkan
	Ditolak
	Digugurkan
	Tidak
	Dicabut
	Dicoret Dari Registrasi

	
	Perkara
	
	
	
	Diterima
	
	

	2020
	256
	166
	31
	30
	5
	21
	3

	2021
	288
	200
	18
	19
	5
	40
	0

	2022
	253
	146
	34
	5
	7
	46
	0


   Sumber : Pengadilan Agama Kelas IA  Padang
Berdasarkan data tersebut dapat dipahami bahwa permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Kelas IA Padang memiliki jumlah perkara pada tahun 2020 sebanyak 256 perkara, tahun 2021 sebanyak 288 perkara dan pada tahun 2022 sebanyak 253 perkara, perkara itsbat nikah yang dikabulkan pada tahun 2020 sebanyak 166 perkara, tahun 2021 sebanyak 200 perkara, dan pada tahun 2022 sebanyak 146 perkara, perkara itsbat nikah yang ditolak pada tahun 2020 sebanyak 34 perkara, tahun 2021 sebanyak 18 perkara, tahun 2022 sebanyak 34 perkara, perkara itsbat nikah yang digugurkan pada tahun 2020 sebanyak 30 perkara, tahun 2021 sebanyak 19 perkara, tahun 2022 sebanyak 5 perkara, perkara itsbat nikah yang tidak diterima pada tahun 2020 sebanyak 5 perkara, tahun 2021 sebanyak 5 perkara, tahun 2022 sebanyak 7 perkara, perkara itsbat nikah yang cabut pada tahun 2020 sebanyak 20 perkara, tahun 2021 sebanyak 40 perkara, tahun 2022 sebanyak 46 perkara, perkara yang dicoret dari registrasi pada tahun 2020 sebanyak 3 perkara, tahun 2021 dan 2022 sebanyak 0 perkara.
Berdasarkan data diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian “PELAKSANAAN ITSBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS IA”.
[bookmark: _Toc135862046][bookmark: _Toc142983068]Rumusan Masalah 
	Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah di uraikan maka dapat dirumuskan permasalahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut: 
1. Apakah faktor penyebab itsbat nikah di Pengadilan Agama Kelas IA Padang ?
2. [bookmark: _Toc135862047]Bagaimana pelaksanaan itsbat nikah di Pengadilan Agama Kelas IA Padang ?
[bookmark: _Toc142983069]Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan penulisan rumusan masalah diatas maka dalam hal ini penelitian yang dilakukan memiliki tujuan sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya itsbat nikah di Pengadilan Agama Kelas IA Padang.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan itsbat nikah di Pengadilan Agama Kelas IA Padang.



[bookmark: _Toc142983070]Metode Penelitian
1. Jenis penelitian 
Jenis penelitian ini bersifat yuridis sosiologis dimana penelitian ini merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang di konsepkan sebagai perilaku nyata (actual behaviour), sebagai gejala sosial yang sifatnya tertulis 
2. Sumber Data 
Dalam penelitian ini mempunyai sumber data primer dan data sekunder adalah:
a. Data primer 
Data primer adalah data utama yang diperoleh peneliti melalui penelitian dilapangan dengan metode wawancara dengan ibu Nurhaida sebagai Hakim Anggota Pengadilan Agama Kelas IA Padang dan wawancara responden yang melakukan itsbat nikah pada tahun 2022 sebanyak 14 orang dari 146 pasang pemohon itsbat nikah yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama Kelas IA Padang pada tahun 2022
b. Data sekunder 
Data sekunder adalah suatu data yang dapat diperoleh dari beberapa buku-buku literatur yang mendukung dengan pokok masalah yang dibahas dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder disamping buku-buku juga dapat berupa, skripsi, disertasi, jurnal, artikel, makalah seminar dan lain-lainnya.	
3. Teknik Pengumpulan Data
a. Wawancara 
	 Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti terhadap narasumber.[footnoteRef:15] Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara semi terstruktur, dimana pewawancara menyusun pertanyaan yang bertujuan untuk menuntun selama proses wawancara berlangsung. [15:  Erga Trivaika dan Mamok Andri Senubekti, 2022, Perancangan Aplikasi Pengelola Keuangan Pribadi Berbasis Android, Jurnal Nuansa Informatika, Volume. 16, Nomor 1, hlm 34.] 

b. Studi Dokumen
	Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen - dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik. Dokumen yang diperoleh kemudian dianalisis, dibandingkan dan dipadukan membentuk satu kajian yang sistematis, terpadu dan utuh.[footnoteRef:16] Menggunakan teknik studi dokumen, peneliti memperoleh informasi data bukan dari seorang narasumber tetapi peneliti memperoleh data dari sumber – sumber tertulis, dan rekaman kejadian dalam bentuk foto dan juga dalam bentuk video. [16:  Natalina Nilamsari, 2014, Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif, Wacana,Volume. 13, Nomor. 2, hlm 181.] 

c. Analisis Data
	Data yang terkumpul baik data primer dan data sekunder, dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul.[footnoteRef:17] [17:  Hardani, 2020, Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, CV. Pustaka Ilmu, Yogyakarta, hlm 23] 
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